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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa Kemiri 

Barat dan keterkaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Dari penelitian ini, dapat diketahui 

bagaimana Pemerintah Desa Kemiri Barat mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Kemiri Barat dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan 4 staf pemerintah desa, Ketua BPD, 8 tokoh masyarakat sebagai 

pemangku kepentingan, serta arsip dokumen pemerintah desa. Berfokus pada 3 prinsip Good 

Governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), studi ini melihat bagaimana 

pemerintah Desa Kemiri Barat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang 

akuntabel, transparan, dan partisipatif beserta faktor-faktor determinasinya sehingga desa ini 

mampu meraih peringkat tertinggi Desa Antikorupsi se-Jawa Tengah. Studi ini melihat 

kehadiran kepercayaan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musyawarah desa. 

Studi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempengaruhi eksistensi Good 

Governance di pemerintahan desa dan eksistensi Good Governance ini mampu memupuk 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Maka untuk melihat bagaimana 

kepercayaan itu terbangun, perlu untuk dilakukan studi terkait partisipasi masyarakat dengan 

subjek yang lebih representatif. 

Kata Kunci: Good Village Governance, Pengelolaan Keuangan Desa, Community Trust 

ABSTRACT 

This study aims to analyse financial management in Kemiri Barat Village and its 

relationship with community trust. From this research, it can be seen how the West Kemiri 

Village Government implements the principles of accountability, transparency and 

participation by involving the community as a whole to achieve good governance and prevent 

corruption.This research was conducted in the West Kemiri Village Government using 

qualitative methods. Data was collected through in-depth interviews with 4 village government 

staff, BPD’s Chairman, 8 community leaders as representatives as stakeholders, and the 

village government document archives. Focused on the three principles of good governance 

(accountability, transparency and participation), this study examines how the West Kemiri 

village government engages the community in accountable, transparent and participatory 

budget management, and the factors that determine the village's ability to achieve the highest 

ranking as an anti-corruption village in Central Java. This study examines the existence of 

community trust in the process of budget management through the village forum. The study 

concluded that community trust has an influence on the existence of good governance in the 

village government and how it can promote community trust in the village government. 

Therefore, it is necessary to conduct a study on community participation involving subjects 

from a more representative village.  

Keywords: Good Village Governance, Village Finance Management, Community Trust



PENDAHULUAN 

Kehadiran UU Desa menuntut adanya 

Good Governance untuk diterapkan di level 

desa. Dalam berbagai literatur, 

implementasi Good Governance di tingkat 

desa (Good Village Governance) masih 

menemui berbagai tantangan. Hal tersebut 

seperti yang dikemukakan Sofyani, et. al. 

(2018), fakta lapangan menjabarkan 

beberapa kendala di dalam implementasi 

Good Village Governance seperti teknologi 

hingga sumber daya manusia di dalam 

organisasi itu sendiri. Kemudian dalam 

temuan Hwang (2005), Basuki & Ridha 

(2012), dan Sofyani, et. al. (2020) 

mengemukakan fakta lain yang menjadi 

tantangan tersendiri, yaitu tumpang tindih 

regulasi, seperti akuntabilitas terkait tata 

kelola pemerintahan desa yang baik 

sehingga menimbulkan kebingungan bagi 

aparatur pemerintahan desa. Fakta ini 

diperparah dengan temuan empiris 

perbedaan penyusunan laporan keuangan 

antara pemerintah pusat hingga pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota karena 

masing-masing menerapkan format dan 

aturan sendiri dalam penyusunannya. Selain 

itu, perubahan regulasi di atas juga menuntut 

adanya perubahan pemanfaatan teknologi 

dalam pemerintahan desa untuk 

menyesuaikan iklim perkembangan tata 

kelola pemerintahan yang baik.  

Merujuk dari laporan Kementerian 

Keuangan Indonesia, terkait Alokasi Dana 

Desa (ADD) menunjukkan peningkatan 

setiap tahun sejak diberlakukannya UU 

Desa. Pada tahun 2015, negara 

mendistribusikan sebesar Rp16,67 Triliun 

dan meningkat menjadi Rp46,98 Triliun di 

tahun 2016, Rp60 Triliun di tahun 2017 dan 

2018, Rp70 Triliun di tahun 2019, Rp72 

Triliun di tahun 2020 dan 2021, dan Rp68 

Triliun di tahun 2022. Pun demikian, tidak 

sedikit pihak yang menilai bahwa kebijakan 

tersebut justru mendatangkan kesempatan 

baru untuk korupsi dan menimbulkan 

inefisiensi anggaran negara pada tingkat 

desa (Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). Oleh 

karena itu, pengelolaan keuangan desa 

dalam UU Desa berjalan dengan peraturan-

peraturan pelaksananya telah merincikan 

bagaimana seharusnya mengelola keuangan 

desa harus berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam Penelitian Khoiriah dan Meylina 

(2017), regulasi yang mengikuti 

pelaksanaan Dana Desa seperti UU Desa 

beserta peraturan lainnya dinilai sudah 

cukup signifikan sebagai bentuk 

pengawasan proses pengelolaan keuangan 

desa. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan 

tidak hanya agar pemerintah desa mampu 

mengelola Dana Desa, melainkan juga 

secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk 

kemajuan desa dan dapat dipertanggung 

jawabkan sebaik-baiknya (Meutia, 2017). 

Namun, tidak cukup sampai disitu, 



keragaman sumber daya manusia di dalam 

tata kelola pemerintahan desa menjadi 

tantangan tersendiri dalam perwujudan 

tujuan UU Desa. 

Pengelolaan keuangan yang baik akan 

menunjukkan praktik good village 

governance yang sesuai dan hal ini akan 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa (Beshi & Kaur, 

2019). Kerjasama pemerintah desa dan 

masyarakat dapat mendorong percepatan 

pembangunan desa (Sofyanit, et. al., 2018). 

Seperti yang dipertegas dalam temuan Beshi 

dan Kaur (2019), bahwa 

mengimplementasikan kebijakan dan 

strategi secara efektif memberikan implikasi 

krusial terhadap tingkat kepercayaan 

masyarakat desa terhadap pemerintah desa 

di semua tingkatan. Di samping itu, praktik 

tata kelola pemerintahan yang baik akan 

secara signifikan menjamin dana desa 

dikelola dengan baik dan mempunyai nilai 

tambah, baik untuk pembangunan desa 

maupun negara secara menyeluruh (Nguyen, 

2012; Tambulasi, 2009). Dengan demikian, 

maka transparansi dan akuntabilitas 

menjadikan pemerintah desa dipandang 

mampu untuk mengelola pemerintahan desa 

sehingga kepercayaan masyarakat dapat 

terpupuk. Kepercayaan inilah yang akan 

mendorong angka partisipatif aktif 

masyarakat desa untuk bergotong-royong 

membangun desa yang lebih sejahtera. 

KPK (2015) menjabarkan 

permasalahan-permasalahan yang sering 

ditemui dalam pengelolaan Dana Desa 

sebagai sumber keuangan dalam APBDes. 

Permasalahan-permasalahan tersebut 

teridentifikasi ke dalam lima macam, yaitu 

1) kerangka periode atau siklus waktu 

pengelolaan Dana Desa yang sulit untuk 

diikuti oleh desa; 2) ketiadaan acuan standar 

harga satuan barang/jasa dalam penyusunan 

APBDes; 3) Rancangan APBDes yang tidak 

mencerminkan kebutuhan desa; 4) 

akuntabilitas dan transparansi dalam 

perencanaan APBDes; 5) laporan 

pertanggungjawaban desa yang tidak 

mengikuti standar regulasi dan rawan 

dimanipulasi (Dwimawanti, Rahman, & 

Rahman, 2019). 

Fakta tersebut didukung oleh temuan 

data Indonesia Corruption Watch (ICW) 

bahwa kasus korupsi Dana Desa per tahun 

2022 sejumlah 155 kasus korupsi Dana Desa 

yang melibatkan 252 tersangka. Menyadur 

dari data ICW (2022), kasus korupsi 

terbanyak justru terjadi di sektor desa 

dengan jumlah 62 kasus dari rentang waktu 

1 Januari hingga 30 Juni 2022. Angka ini 

terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 

2021, yang mana kasus korupsi Dana Desa 

telah mencapai 592 kasus dengan 729 

tersangka dan kerugian negara mencapai 

Rp433,8 miliar rupiah. Akibat dari 

penyelewengan-penyelewengan tersebut, 

alokasi Dana Desa dan sumber daya lainnya 



yang seharusnya mampu untuk membawa 

kesejahteraan bagi masyarakat desa acapkali 

terbukti sebaliknya. Padahal, jika desa patuh 

dan taat terhadap peraturan pemerintah, 

transparan dan akuntabel, sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang berlaku, dana yang 

tersalurkan akan tepat sasaran dan 

bermanfaat bagi warga desa yang 

menerimanya (Savitri, Andreas, & Diyanto, 

2020). 

Kasus-kasus seperti inilah yang 

kemudian mengikis kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa, 

sedangkan kepercayaan menjadi hal krusial 

untuk mendorong partisipatif aktif 

masyarakat desa agar pembangunan desa 

terwujud secara efektif (Sofyani, et. al, 

2018b; Tsang, et. al, 2009). Sebagaimana 

yang disadur dari Beshi dan Kaur (2019), 

bahwasannya penting untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan 

menyusun strategi secara efektif sebagai 

upaya meningkatkan kepercayaan 

masyarakat pada semua tingkatan 

pemerintahan. Pembangunan yang 

dilakukan secara bottom-up menuntut 

praktik tata kelola di dalam pemerintahan itu 

mampu berjalan dengan baik (Good 

Governance). 

Banyak penelitian yang mengempasis 

bahwa apabila good governance pada 

tingkat desa tidak diimplementasikan 

sebagaimana mestinya, maka kucuran dana 

yang diterima desa dikhawatirkan tidak 

terkelola dengan baik. Manajemen yang 

buruk tersebut kemungkinan besar akan 

mengarah pada kepentingan pribadi yang 

memicu munculnya kasus korupsi di antara 

pihak-pihak terkait pengelolaan keuangan 

dan tata kelola pemerintahan desa. Selain 

itu, proses demokrasi desa juga dinilai 

berpengaruh terhadap kemunculan dinasti 

politik di tingkat desa, yang mana hal ini 

pada gilirannya akan memicu munculnya 

praktik-praktik KKN dalam pengelolaan 

keuangan maupun tata kelola pemerintahan 

desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Utomo (2015), bahwasannya 

mekanisme pengawasan yang menjadi 

kewenangan Badan Permusyawaratan Desa 

untuk mengawasi keberjalanan 

pemerintahan desa tidak berjalan dengan 

baik sehingga berakibat pada tingkat 

partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat 

desa tidak memiliki peranan dalam proses 

pengambilan kebijakan. Terlepas dari 

praktik KKN yang menjadi patologi di 

hamper setiap tatanan pemerintah, dalam hal 

ini pada tataran desa, Desa Kemiri Barat 

hadir dengan prestasinya sebagai Desa Anti-

korupsi terbaik se-Jawa Tengah 

Dalam temuan pada program 

Monitoring dan Evaluasi Aset Desa di 

Kabupaten Batang oleh Dispermades dan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Batang 

selaku instansi yang berwenang dalam 

memberikan pengawasan dan pembinaan 

keuangan desa di tingkat kabupaten, ada 



banyak sekali desa yang belum memberikan 

pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi 

yang ada. Namun, tidak sedikit pula desa 

yang telah memberikan 

pertanggungjawaban sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Salah satunya adalah Desa 

Kemiri Barat di Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Desa ini 

dinilai memiliki akuntabilitas dan 

transparansi yang cukup baik dengan 

dibuktikan melalui prestasinya yang 

dinobatkan sebagai peringkat pertama Desa 

Anti Korupsi di Jawa Tengah oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan sebagai Desa 

Pilot Project. 

Desa Kemiri Barat dengan berbagai 

potensinya yang luar biasa mampu meraih 

prestasi peringkat pertama Desa Anti-

korupsi se-Jawa Tengah dan sebagai Pilot 

Project Desa Anti-korupsi di Kabupaten 

Batang, serta dinobatkan sebagai Pilot 

Project Desa Seni dan Budaya. Namun pun 

demikian, dari segala keuntukngan yang 

mungkin dimiliki Desa Kemiri Barat, 

penting untuk mengetahui kemampuan Desa 

Kemiri Barat mencapai pada titik 

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan 

transparan, yang mana hal ini masih menjadi 

persoalan yang dihadapi oleh kebanyakan 

desa lainnya. Maka dari itu, penting untuk 

mengetahui situasi dan kondisi di tengah-

tengah Desa Kemiri Barat, serta bagaimana 

kemudian Pemerintah Desa Kemiri Barat 

mampu mengelola anggaran desa untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada. 

Tata kelola pemerintahan memainkan 

peran penting untuk memperoleh 

kepercayaan masyarakat (Nurrizkiana, 

Handayani, & Widiyastuty, 2017). Maka 

dari itu, melihat dari permasalahan yang 

dipaparkan, peneliti ingin mengetahui 

praktik Good Governance di tingkat desa 

(Good Village Governance) pada era 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

dengan melihat pada tiga aspek, yaitu 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. 

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan 

hal krusial untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik sebagai upaya 

meminimalisir terjadinya penyelewengan-

penyelewengan anggaran yang tiap tahun 

mengalami peningkatan dan jelas merugikan 

negara (TschannenMoran & Hoy, 2001). 

Masyarakat akan cenderung mempercayai 

informasi yang mereka dapatkan dari 

pemerintah yang transparan dan akuntabel 

(Fard & Rostamy, 2007). Sementara itu, 

dalam pembangunan desa memerlukan 

adanya partisipasi agar kebutuhan 

masyarakat dapat terakomodir dengan baik 

(Sofyani, Pratolo, & Saleh, 2021). 

Partisipasi dipicu oleh kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri 

(Tsang, Burnett, Hills, & Welford, 2009). 

Dengan melihat penjabaran tersebut, urgensi 

penelitian ini adalah untuk melihat 

pengelolaan dan tata kelola keuangan pada 



pemerintahan Desa Kemiri Barat dari 

perspektif Good Village Governance dan 

implikasinya terhadap community trust 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

dipilih untuk melihat lebih dalam pada 

permasalahan kasus yang dimaksudkan. 

Penelitian dilakukan di Desa Kemiri Barat 

yang terletak di Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang, sebagai Desa Ant-

korupsi terbaik di Jawa Tengah dengan 

kriteria istimewa oleh KPK. Selain itu, desa 

ini juga dinobatkan sebagai Desa Anti-

politik Uang dan Desa Wisata Seni & 

Budaya oleh Pemerintah Kabupaten Batang.  

Pengumpulan data dilakukan melalui 

in-depth interview secara face-to-face untuk 

menggali data dari informan sebagai data 

primer. Data juga didukung daridata 

sekunder yang berasal dari dokumen dan 

arsip pemerintah desa. Data yang didapat 

dianalisis menggunakan teknik tringulasi 

dan member checking untuk menjustifikasi 

akurasi dan evidences yang telah 

didapatkan, sebelum kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan teori-teori yang 

digunakan. 

Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah perangkat desa, ketua 

BPD, dan tokoh masyarakat yang terlibat 

dalam proses Musrenbangdes, serta 

masyarakat biasa.  

HASIL PENELITIAN 

Aktualisasi Good Governance dalam 

Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Proses Perencanaan 

 Dalam proses perencanaan, dapat 

dikatakan telah menerapkan asas partisipatif 

karena perencanaan anggaran telah 

melibatkan masyarakat, baik dalam proses 

Musduk maupun sampai Musyawarah Desa 

Pembahasan RKPDes (Musrenbang) dengan 

melibatkan Tokoh Masyarakat. Proses 

musyawarah dijembatani oleh BPD melalui 

KPMD.  

 Dalam proses ini juga, dapat telah 

mengimplementasikan asas akuntabilitas 

karena hasil dari proses perencanaan 

menghasilkan beberapa dokumen yang 

memang sudah seharusnya ada sesuai 

dengan aturan dan perundangan - undangan 

yang berlaku, yakni terdapat dokumen 

musyawarah berupa daftar hadir, 

hasil/notulensi musyawarah, berita acara 

musyawarah, surat udangan pelaksanaan 

musyawarah secara resmi oleh BPD, yang 

kemudian dokumen tersebut diunggah 

dalam situs resmi PPID Desa Kemiri Barat. 

 Dalam musyawarah, dibentuk tim 

pengelola anggaran yang telah disahkan 

melalui Perdes untuk memfasilitas 

musyawarah desa. Perencanaan RKPDes 

hingga penyusunan RAB Pelaksanaan 

Anggaran disesuaikan dengan RPJMDes, 



RKPDes, dan APBDes sebelum kemudian 

ditetapkan dengan disaksikan oleh tokoh 

masyarakat dalam daftar undangan yang 

ada. Mana kala ada perubahan dalam 

anggaran karena keterdesakkan dari pusat, 

maka dilakukan musyawarah kembali 

dengan pemangku kepentinganyang terlibat. 

 Asas Transparansi pun dapat dilihat dari 

upaya pemerintah desa untuk 

mempublikasikan hasil musyawarah kepada 

masyarakat. Selain itu, bentuk dokumen lain 

seperti yang disebutkan sebelumnya juga 

telah dipubikasikan pada kanal - kanal yang 

mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, 

pemerintah telah memberikan jaminan atas 

kebebasan publik dalam mengakses segala 

informasi terkait pemerintah desa. 

 Terlepas dari itu, proses partisipasi di 

perancanaan dinilai kurang inklusif. Apabila 

menyadur dari hasil wawancara dengan 

pelaku kesenian dan budaya serta pelaku 

ekonomi kreatif, memang benar pemerintah 

desa bersikap akuntabel dan transparan, 

tetapi masih belum mampu mengakomodir 

kebutuhan – kebutuhan di luar 

pembangunan fisik, seperti pemberdayaan 

masyarakat dan optimalisasi kebutuhan 

kesenian dan budaya dengan dalih 

keterbatasan anggaran. Pun demikian, 

secara keseluruhan, usulan pembangunan 

fisik memang didasarkan pada priotitas 

usulan dalam musyawarah.  

 Secara mendasar, proses perencanaan 

melalui angaran di Desa Kemiri Barat 

melalui empat tahapan, yang tergabar pada 

skema berikut. 

 

 

Gambar 1.1 Skema Proses Perencanaan 

Anggaran Desa Kemiri Barat 

Sumber: Wawancara Kepala Desa (pada 5 Februari 

2024 di Balai Desa) 

 

2.  Proses Pelaksanaan 

 Dalam proses pelaksanaan, telah 

menerapkan asas Partisipatif karena 

pemerintah melibatkan masyarakat dalam 

proses pelaksanaan di lapangan, yaitu 

dengan menjunjung tinggi asas gotong 

royong. Pemerintah desa menerapkan 

konsep padat karya, yang berarti masyarakat 

yang dilibatkan berdasarkan perjanjian kerja 

sesuai dengan kesepakatan yang ada 

sehingga harapannya pembangunan desa 

juga menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakatnya yang membutuhkan 

pekerjaan. Pun demikian, gotong royong 

terwujud dari bentuk suka rela masyarakat 

dalam memberikan makanan/uang rokok 

kepada pekerja yang sedang membantu 

dalam pembangunan di dekat mereka 

(seperti ketika membangun drainase atau 

memperbaiki jalan). Hal ini untuk menekan 

terjadinya penyelewengan anggaran dalam 

pelaksanaan juga. BPD dan TPKA juga turut 

mengawasi di lapangan.  



 Perwujudan implementasi asas 

akuntabilitas dilihat dari proses pelaksanaan 

itu sendiri, yakni pembentukan Tim 

Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) 

melalui Perdes., pembuatan RAB diasahkan 

dan diverifkasi dahulu oleh BPD, pencairan 

menggunakan SPP, dan LPJ kegiatan yang 

akan diverifikasi oleh BPD.  

 Dalam proses ini, juga dapat dilihat 

perwujudan implementasi asas transparansi, 

yaitu melalui keterbukaan informasi yang 

diberikan oeh pemerintah desa dalam setiap 

progress pembangunan. Dana keluar berapa, 

progress sejauh apa, dan bagaimana 

kendalanya, pemerintah desa melaporkan 

melalui tahlil keliling atau papan informasi 

yang ada di masjid dan balai desa. Selain itu, 

pemerintah desa juga membuka akses 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk 

melakukan pengaduan, baik terkait 

pelayanan yang diberikan maupun temuan di 

lapangan saat proses pembangunan yang 

sekiranya mencurigakan melalui kanal yang 

disediakan. Mulai dari WhatsApp Group 

Facebook, maupun aduan langsung kepada 

para pamong desa secara informal.  

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses 

ini adalah: 

a. Pengadaan barang dan jasa, yang 

terkadang pihak ketiga berlaku tidak 

sesuai dengan kesepakatan. Namun, 

karena adanya kontrol pengawasan dari 

BPD dan TPKA, maka kendala seperti itu 

masih bisa ditangani. 

b. Perubahan di tengah proses pelaksanaan 

(pagu turun lama, keadaan genting) yag 

mengharusan penyesuaian dengan 

SISKEUDES dan RKPDes kembali 

sehingga mengulur proses pelaksanaan 

anggaran.  

c. Tumpang tindih kebijakan pemerintah 

diatasnya. Ketika pamong desa sudah 

bisa beradaptasi dengan peraturna satu, 

malah muncul peraturan lainnya sehingga 

menimbulkan kuwalahan. Namun, karena 

kompetensi pemerintah desa dan 

pembinaan yang dilakukan dari 

Dispermasdes maupun Inspektorat 

Daerah, maka kendala seperti ini masih 

bisa diatasi.  

 

3. Proses Penatausahaan  

 Penatausahaan dilakukan sesuai dengan 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup 

No. 46 Tahun 2018, serta Juklak yang 

diberikan oleh pemerintah daerah. Mal-

administrasi minim ditemui, mengingat 

Desa ini berhasil merebut predikat sebagai 

Desa Anti-korupsi. Pada pemeriksaan Cash 

Opname yang dilakukan oleh Inspektorat, 

beberapa hal paling tidak terkait 

administrasi masih bisa ditangani dna itu 

sangat minim, bahkan cukup dikatakan baik 

dalam melakukan pengadministrasian.  

 Penatausahaan dan segala bentuk 

pembukuan dilakukan melalui SISKEUDES 

dan OM-SPAN. Pembuatan RAB, 



pengelolaan dan inventarisasi aset (melalui 

pencatatan aset dan mencantumkan 

kodefikisasi barang), pengajuan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), dan 

pengerjaan buku kas pembantu kegiatan 

dilakukan melalui SISKEUDES sehingga 

memudahkan untuk melakukan kontrol 

secara real-time. 

 Buku inventarisasi yang diterima ini 

dipublikasikan dalam PPID Kemiri Barat 

yang kemudian juga tercantum dalam LPJ 

setiap tahunnya. Ini menjadi bentuk 

transparansi pemerintah desa yang mana 

juga menjadi wujud akuntabilitas pemeritah 

desa, baik kepada publik maupun negara.  

 Kendala yang sering dialami adalah 

jaringan internet yang terkadang 

menyulitkan dan mengulur penyelesaian 

input di SISKEUDES maupun OM-SPAN. 

Selain itu, tumpang tindih regulasijuga 

masih menjadi kendala. Seperti misalnya, 

manakala ada perubahan akibat refocusing 

anggara, penyesuaian dalam SISKEUDES 

harus segera dilaksanakan, tetapi akses 

Pemdes terhadap SISKEUDES dan OM-

SPAN belum juga dibuka. Namun, karena 

komitmen dan kompetensi SDM, maka 

kendala ini masih bisa dikelola dengan baik. 

4. Proses Pertanggungjawaban 

 Segala bentuk pertanggungjawaban 

dipublikasikan melalui website desa, papan 

informasi masjid, baliho di depan Kantor 

Balai Desa, dan papan informasi yang ada di 

setiap dukuh. Keterbukana informasi ini 

sebagai wujud pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat atas kinerja 

yang sudah dilakukan.  

 Dalam hal pelaporan, dana bersumber 

dari Kabupaten berpedoman dengan Perbup 

No. 46 Tahun 2018, sedangkan untuk dana 

bersumber dari provinsi dan pusat 

berpedoman pada Permendagri No. 20 

Tahun 2018. Dana aspirasi menyesuaikan 

dengan instansi terkait.Pertanggungjawaban 

administrasi yang dilakukan telah 

dinyatakan sudah sesuai (terbukti dengan 

penilaian KPK, yaitu 97 pada tahun 2022 

dengan kriteria istimewa) terbaik di Jawa 

Tengah.  

 Pertanggungjawaban berupa segala 

bentuk laporan pertanggungjawaban, mulai 

dari perencanaan hingga pelaksanaan. 

Dokumen-dokumen anggaran juga 

dipublikasikan secara lengkap dalam 

website PPID Desa Kemiri Barat, yakni 

pada fiture 18 Indikator Desa Anti-korupsi, 

di mana dokumen dari perencanaan dan 

pertanggungjawaban anggara ada dan dapat 

diakses oleh siapapun.  

 Tuntutan terhadap akuntabilitas dan 

transparansi mempengaruhi kinerja 

pemerintah desa (dituntut untuk dispilin dan 

tertib anggaran, menghindari mal-

administrasi). Tittle Desa-Anti Kourpsi juga 

turut menjadi pegangan pemerintah desa 

untuk terus berkomitmen mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik.   



 Pertanggungjawaban secara rutin 

dilakukan melalui pelaporan secara berkala 

setiap akhir tahun anggaran, yakni melalui 

baliho realisasi APBDes di depan kantor 

balaidesa, lewat athlil keliling, papan 

informasi di masjid, maupun papan 

informasi ayng disediakan di tiap jalan 

utama dukuh.  

 Pertanggungjawaban yang dilakukan 

dengan baik ini merupakan hasil dari kinerja 

pemerintah desa memahami akan 

tupoksinya sebagai pengelola anggaran 

desa. Selain itu, peran dan kontrol 

pengawasan dari BPD dan partisipasi 

masyarakat juga menjadi faktor lain yang 

mendorong terwujudnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam pemerintahan desa.  

 Pemerintah Desa menyadari bahwa 

partisipasi masyarakat menjadi hal krusial 

sebagai pondasi keberhasilan pembangunan 

desa. Menyadur dari hasil wawancara 

bersama Ali Muhyidin sebagai Kepala Desa 

pada 5 Februari 2024 di Kantor Balai Desa 

Kemiri Barat, masyarakat memahami 

realitas yang ada di lingkungan social 

mereka dan merekalah yang mengetahui 

kebutuhan sebagai solusi permasalahan 

tersebut sebab mereka paham asal muasal 

atau sebab-musabab permasalahan yang 

muncul. Masyarakat menjadi aktor dalam 

pembuatan kebijakan karena masyarakat 

dinilai mampu memformulasikan solusi 

sesuai dengan kebutuhan realitas yang ada, 

pun masyarakat sebagai subjek 

pembangunan dianggap mampu 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki desa dalam rangka 

meningkatkan produktivitas dalam 

pembangunan bersama sehingga akan 

memunculkan kepercayaan diri kepada 

masyarakat desa untuk mengurangi 

ketergantungan dan menciptakan 

kemandirian yang kuat (Adisasmita, 2006). 

 Sejalan dengan fakta empiris yang ada, 

partisipasi mengacu pada keterlibatan 

masyarakat secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan melalui berbagai 

mekanisme formal dan informal (Kulözü, 

N., 2014). Partisipasi publik merupakan alat 

yang dapat digunakan untuk membuat 

perencanaan dan pengelolaan lingkungan 

yang kredibel dan memiliki nilai 

keberlanjutan (Carreira, V., Machado, J. R., 

& Vasconcelos, L., 2017). Partisipasi 

masyarakat merupakan poin penting dalam 

pembuatan kebijakan publik (Carreira, V., 

Machado, J. R., & Vasconcelos, L., 2016). 

Artinya, masyarakat yang sudah dilibatkan 

dalam proses musyawarah dukuh, 

musyawarah desa, hingga Musrenbangdes 

merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam proses penganggaran. Melihat dari 

segi sosial – budaya, ketika pembangunan 

berlangsung di lingkungan sekitar mereka, 

masyarakat secara sukarela memberikan 

bantuan berbentuk rokok maupun makanan 

sebagai wujud gotong royong mereka 

sehingga anggaran desa benar – benar 



difokuskan pada pembangunan saja. Untuk 

pelaksanaan pembangunan, Pemerintah 

Desa Kemiri Barat menerapkan konsep 

Padat Karya sehingga mereka 

mempekerjakan masyarakat yang memang 

ahli dalam bidang pembangunan tersebut 

Konstruksi Community Trust dalam 

Realitas Pembangunan Desa Kemiri 

Barat 

 Community trust menjadi salah satu 

indikator sosial secara signifikan berkaitan 

dengan keterlibatan masyarakat (Di Napoli, 

Dolce, & Arcidiacono, 2019). Sebuah 

temuan penelitian juga menunjukkan bahwa 

untuk membangun suatu mekanisme berbagi 

informasi, kerjasana dan tantangan secara 

mekanisme untuk meningkatkan community 

trust dapat memberikan dampak positif pada 

perilaku partisipasi dalam masyarakat (Ma, 

Guo, Deng, & Xu, 2022). 

 Dalam rangka membangun community 

trust, pemerintah harus lebih cermat dan 

berhati – hati, terutama terhadap konteks 

hukum dan kepentingan publik (Diamond, 

2007). Sejalan dengan hal tersebut, Cheema 

(2010) menyatakan bahwa membangun 

sebuah kepercayaan merupakan hasil 

sekaligus penentu terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang berjalan secara inklusif. 

Temuan tersebut menunjukkan masyarakat 

yang cenderung memiliki kepercayaan 

terhadap pejabat publik, politisi, dan 

lembaga politik yang mampu mengelola 

pemerintahan dengan efektif dan 

demokratis. Dalam konteks inilah, banyak 

penelitian terdahulu (Cheema, 2010; 

Salminen, A. & Ikola-Norrbacka, R., 2010) 

yang menganggap bahwa tata Kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) 

menjadi salah satu cara paling efektif untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

tentunya membawa kebermanfaat yang luas 

bagi seluruh masyarakat. 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan 

melalui wawancara mendalam bersama 

narasumber, baik dari pemerintah desa 

maupun masyarakat desa, dapat ditarik satu 

garis faktor – faktor yang berkorelasi kuat 

dengan terbangunnya kepercayaan 

masyarakat terhadap proses politik dan 

pemerintahan dalam tatanan Desa Kemiri 

Barat. Bersihnya desa dari kasus – kasus 

korupsi menjadi faktor pertama yang 

kemudian memunculkan respon bagi 

masyarakat. Sulit awalnya untuk 

membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap fakta bahwa desa bersih dari 

korupsi akibat dari kondisi realita 

pemerintahan di luar sana yang tidak 

terlepas dari korupsi, gratifikasi, suap, 

pungli, dan penyelewengan lain yang 

mendistorsi kepercayaan publik terhadap 

pemerintah secara umum. Kepercayaan 

masyarakat terbangun perlahan melalui 

komitmen pemerintah desa untuk 

memberikan informasi secara terbuka 

kepada masyarakat. Kualitas sumber daya 



manusia di berbagai aspek menjadi faktor 

lain yang mendukung kepercayaan 

masyarakat secara konsisten. 

 Pemerintah Desa Kemiri Barat tidak 

bergerak sendiri, mereka melibatkan tokoh – 

tokoh masyarakat yang memang telah 

dipercayai oleh masyarakat. Budaya 

keagamaan yang kuat sebagai dampak 

kehadiran Pondok Pesantren Darussalam 

membawa signifikansi yang kuat di desa. 

Tokoh agama, para Kyai, yang dituakan 

turut membantu memberikan pemahaman 

masyarakat terkait dampak yang 

ditimbulkan dari korupsi maupun 

penyelewengan dalam pemerintahan. 

Pencegahan korupsi bersama para tokoh 

agama ini dilakukan melalui Tahlil Keliling 

yang rutin diadakan setiap minggunya. 

Kegiatan rutinan ini juga menjadi wadah 

bagi Pemerintah Desa untuk melaporkan 

informasi – informasi yang seharusnya 

memang diketahui oleh masyarakat. Selain 

itu, Ketua RT, Ketua RW, dan Lembaga 

Kemasyarakatan lainnya juga turut 

membantu dalam menyampaikan informasi 

yang berkaitan dengan pemerintahan desa 

dan menjadi salah satu jembatan bagi 

masyarakat dengan pemerintah desa. 

 Kepercayaan masyarakat kemudian 

semakin terpupuk manakala Pemerintah 

Desa Kemiri Barat membuka akses dan 

mengajak seluruh entitas masyarakat untuk 

terlibat langsung dalam proses 

pembangunan. Sejalan dengan itu, fakta 

empiris yang ditemukan selama penelitian 

berlangsung, Pemerintah Desa Kemiri Barat 

telah menciptakan akuntabilitas 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

perundang – undangan yang berlaku, yakin 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup 

No. 46 Tahun 2018. Bentuk akuntabilitas 

yang diberikan berupa pelaporan secara 

berkala setiap akhir tahun anggaran, yang 

pada beberapa kesempatan telah melalui 

proses audit atau pemeriksaan dari 

Inspektorat Kabupaten Batang, BPK, dan 

KPK.  

 Dalam hal penganggaran, akuntabilitas 

yang harus dipenuhi Pemerintah Desa 

Kemiri Barat berbeda – beda mengikuti 

sumber dana yang didapatkan, dan itu sudah 

menjadi konsekuensi pemerintah desa. 

Sumber dana yang masuk ke desa bisa 

bermacam-macam dan memiliki 

konsekuensi aturan pelaporan dan prosedur 

yang berbeda. Meskipun demikian, dengan 

kompetensi yang dimiliki pemerintah desa, 

maka tantangan tersebut dapat diatasi 

dengan baik (Munti & Fahlevi, 2017; 

Sofyani, Suryanto, Wibowo, & Widiastuti, 

2018; Dewi, Azam, & Yusoff, 2019), yang 

dibuktikan dengan hasil pemeriksaan berupa 

tidak ada indikasi temuan maladministrasi 

maupun tindak pidana korupsi dari hasil 

pemeriksaan dan justru mendapatkan 

predikat Desa Antikorupsi dengan hasil 

penilaian kategori istimewa oleh KPK. 



 Jika berbicara pemberdayaan 

masyarakat, memang belum terlihat 

signifikan karena usulan masyarakat selama 

proses perencanaan desa selalu mengarah 

pada ketahanan pangan dan pembangunan 

fisik. Usulan yang mengarah pada 

pemberdayaan ini dideterminasi oleh 

banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi 

masyarakat yang melek akan pendidikan.   

Tidak sedikit masyarakat Desa Kemiri Barat 

yang mengenyam bangku di pendidikan 

tinggi sehingga menjadikan prospek 

kehidupan mereka lebih luas dan 

berkembang mengikuti trend globalisasi, 

yakni pandangan pragmatism yang ikut 

tertanam. Masyarakat cenderung 

mengedepankan sesuatu yang memiliki 

prospek tinggi, yang artinya kebanyakan 

dari mereka memilih untuk berkembang 

dengan ekosistem social di luar desa yang 

dinilai sudah lebih maju dan menjanjikan. 

 Hal ini menunjukkan bahwasannya, 

sejarah panjang yang membentuk eksistensi 

nilai dan moral masyarakat Desa Kemiri 

Barat memang telah membawa dampak 

yang signifikan terhadap munculnya 

kepercayaan masyarakat desa. Pendidikan 

yang dinilai telah terkontruksi dengan baik 

di dalamnya mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terkait kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh para warga lokal 

desa yang kemudian menduduki peranan 

strategis dalam pemerintahan desa. Norma, 

budaya, dan nilai – nilai yang telah melekat 

kuat di tengah masyarakat dianggap mampu 

menjadi justifikasi kualitas sumber daya 

manusia yang akan mengelola pemerintahan 

desa.  

 Dalam konteks ini, nilai kejujuran dan 

ketakutan atas konsekuensi perbuatan yang 

dilatarbelakangi oleh nilai keagamaan yang 

kuat berimplikasi pada sikap aparatur desa 

untuk tidak melakukan penyelewengan 

sehingga tercipta Good Village Governance 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Good Village Governance ini hadir sebagai 

bentuk ekspektasi masyarakat terhadap 

bentuk ideal pemerintahan desa sehingga 

manakala Pemerintah Desa Kemiri Barat 

mengimplementasikan nilai – nilai dalam 

Good Governance di dalam tatanan 

pemerintahan desa, maka kepercayaan 

masyarakat perlahan terpupuk karena 

ekspektasi mereka terpenuhi.  

 Artinya, bahwa community trust Desa 

Kemiri Barat memang sudah terkontruksi 

sejak lama dan menjadi solid sehingga 

mampu mendorong penciptaan good village 

governance. Pun demikian, kehadiran good 

village governance akan semakin memupuk 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa. Untuk menggambarkan 

relasi community trust dengan good village 

governance tersebut, bisa dilihat pada 

gambar skema di bawah ini.  

 

 



 

Gambar 1.2 Skema Relasi Community 

Trust dengan Good Village Governance 

 

 Dalam konteks Desa Kemiri Barat, 

sebagaimana yang diungkapkan 

Grimmelikhuijsen, et. al. (2013: 575) 

bahwasannya transparansi menjadi salah 

satu solusi untuk memupuk kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah (Beshi & 

Kaur, 2019). Hal ini sejalan dengan konsepsi 

Good Governance, bahwa transparansi dan 

akuntabilitas dalam administrasi publik 

menjadi prasyarat untuk memperkuat 

kepercayaan publik (Armstrong, 2005; 

Cheema, 2010). Dengan demikian, hasil 

studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 

berjalan beriringan dengan transparansi, 

sehingga kepercayaan masyarakat akan 

terpupuk. Dari kepercayaan tersebut, 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

di desa akan meningkat karena sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Tsang, et.al (2009)., 

bahwasannya partisipasi didorong oleh 

kepercayaan masyarakat. Konsep 

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

dalam pengelolaan keuangan desa dan 

pembangunan desa secara menyeluruh telah 

diwujudkan oleh pemerintah desa bersama 

dengan masyarakat desa sehingga good 

village governance memang benar adanya 

terimplementasikan dengan baik di Desa 

Kemiri Barat. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Secara ringkas, studi ini mengempasis 

bahwa Desa Kemiri Barat telah melakukan 

pengelolaan keuangan dengan baik, sesuai 

dengan konsepsi Good Governance di 

tingkat desa (Good Village Governance). 

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa 

tidak terlepas dari faktor – faktor yang 

mempengaruhinya, baik dari fakor personal, 

kepemimpinan, maupun kontekstual. 

Kompetensi staf, komitmen organisasi yang 

dimiliki, optimalisasi peran BPD, kualitas 

sumber daya manusia, serta terbentuknya 

konstruksi sosial masyarakat sejak dahulu 

sebagai dampak dari sejarah Panjang 

kehadiran pendidikan di Desa Kemiri Barat 

yang menjadi faktor pendorong munculnya 

kepercayaan masyarakat kepada siapapun 

yang menjalankan roda pemerintahan desa 

Kepercayaan masyarakat tersebut hadir 

dalam bentuk partisipasi mereka yang secara 

aktif bergotong – royong membangun desa, 

maupun masyarakat yang vokal dalam 

menyampaikan aspirasi, saran, atau kritik. 

Hal ini dikarenakan mereka meyakini 

Pemerintah Desa akan bersikap responsif 

dan terbuka terhadap suara mereka. 



Hasil studi ini memberikan wawasan 

terkait akuntabilitas dan transparansi yang 

menjadi satu kesatuan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah desa, yang 

mana di dalamnya melibatkan partisipasi 

masyarakat dan keterbukaan informasi 

sehingga mampu menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat, dan begitu pun 

sebaliknya. Kepercayaan masyarakat itulah 

yang kemudian mendorong pemerintah desa 

untuk melakukan peneglolaan keuangan 

sesuai dengan prinsip Good Village 

Governance. Nilai yang telah terbentuk 

secara kokoh di dalam masyarakat menjadi 

salah satu faktor penentu yang 

mengindikasikan bahwa kepercayaan 

masyarakat tersebut hadir sebelum dan 

muncul sesudah implementasi Good Village 

Governance dalam pengelolaan keuangan di 

Desa Kemiri Barat 

Keterbatasan Penelitian 

Terlepas dari hasil yang dipaparkan, 

penelitian ini memiliki keterbatasan. 

Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu, 

yakni Desa Kemiri Barat sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat menghasilkan 

generalisasi yang kuat dalam konteks yang 

lebih luas. Selain itu, pengambilan 

narasumber dari kelompok masyarakat desa 

dinilai kurang representative sehingga tidak 

cukup untuk melihat sejauh mana tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap 

Pemerintah Desa. Studi ini dianggap akan 

lebih akurat dengan menggunakan metode 

dengan kuantitatif untuk mendapatkan 

tingkat akurasi perspektif masyarakat desa 

terkait kepercayaan mereka terhadap 

pengelolaan keuangan desa.  

Saran 

Merujuk pada hasil temuan, maka 

beberapa implikasi yang dapat disarankan 

adalah perlunya untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut terkait perspektif masyarakat 

dalam hal community trust terhadap 

eksistensi good village governance dengan 

melibatkan subjek yang lebih representative 

dari kalangan masyarakat di luar tokoh 

masyarakat. Selain itu, keberhasilan 

pemerintah Desa Kemiri Barat tidak terlepas 

dari kehadiran kepercayaan masyarakat 

yang telah terbangun dengan solid 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

desa – desa sejenis bahwsannya penting 

untuk memupuk dan menjaga kepercayaan 

masyarakat.
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